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ABSTRAK

IRFAN. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (dibimbing oleh
Mappamiring dan Ahmad Syarif)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe
penelitian deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, sumber data berasal dari 8 informan yang ditetapkan dengan cara
proporsional sampling, teknik pengabsahan data melalui triangulasi sumber,
triangulasi teknik, triangulasi waktu sedangkan analisis data melalui reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum
Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sudah efektif dalam proses penerapanya
Barru itu berjalan dengan cukup baik, dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi sudah bagus. Dari segi komunikasi dalam kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi itu dilakukan dengan cukup baik saat melakukan
pendataan, dari segi sumber daya sudah sangat memadai sumber daya manusianya
sangat kopeten dalam menjalakan tugas dan sumber daya non manusia berupak
pupuk selalu tersedia tepat waktu, dari segi diposisi pelaksana kebijakan sudah
menerima dan menjalankan tugas dengan baik, dan dari segi struktur birokrasi yaitu
SOP.

Kata Kunci: Implementasi, penyaluran, kebijakan

vi



ABSTRACT

IRFAN. Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution Policy in
Mattirowalie Village, Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency (supervised by
Mappamiring and Ahmad Syarif).

This study aims to determine how the Implementation of Subsidized
Fertilizer Distribution Policy in Mattirowalie Village, Tanete Riaja District, Barru
Regency. This type of research uses qualitative methods with descriptive research
types, data collection techniques through observation, interviews, and
documentation, data sources come from 8 informants determined by proportional
sampling, data validation techniques through source triangulation, technical
triangulation, time triangulation while data analysis through data reduction, data
presentation, conclusion drawing and verification.

Based on the results of the study, it shows that in general, the
implementation of subsidized fertilizer distribution policies in Mattirowalie Village,
Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency is effective in the implementation process,
Barru is running quite well, in terms of communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure is good. In terms of communication in the subsidized
fertilizer distribution policy, it is carried out quite well when collecting data, in
terms of resources, it is very adequate, the human resources are very competent in
carrying out their duties and non-human resources in the form of fertilizers are
always available on time, in terms of the position of policy implementers, they have
accepted and carried out their duties well, and in terms of bureaucratic structure,
namely the SOP.

Keywords: Implementation, distribution, policy
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang menyebabkan sektor pertanian
menjadi sektor penting dalam menunjang kebutuhan pangan. Pangan sendiri
termasuk salah satu isu krusial dalam pembangunan di tingkat nasional dan global
sebab pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijaga kualitas dan
kuantitasnya jadi untuk menjaga semua itu kita harus memulai dengan membangun
sector pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu sektor pembangunan
yang penting untuk diperhatikan. Pembangunan pertanian yang diproyeksikan
untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak terlepas pada tujuan yang lainnya
yaitu peningkatan produksi dan produktivitas petani. Salah satu dukungan
pemerintah dalam penyediaan faktor input usaha tani adalah kemudahan akses
penebusan subsidi pupuk bagi petani.

Dan juga pertanian merupakan salah satu bidang yang memberikan
kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kesejahteraan petani
belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor
industrialisasi dan perdagangan. Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara
negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan
petani. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, peningkatan
kesejahteraan petani mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional dan

berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.



Peran sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain:
(1) sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara
strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (food security), (2) sektor
pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa (3)
sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari
ekspor atau produk subsitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang
potensional bagi produk-produk sektor industri, dan (5) sektor pertanian mampu
menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan distribusi
pupuk bersubsidi melalui billing system di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi
sudah berjalan dengan cukup baik. Pelakasanaan distribusi pupuk bersubsidi
melalui billing system masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator tepat
waktu terjadi keterlambatan waktu pengiriman pupuk bersubsidi.(Rahmaan, 2021)

Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh
langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelolah lahan.
Oleh karena itu, ketika pupuk langkah dan harganya mahal maka petanilah yang
akan menjadi korban utamanya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan
subsidi pupuk bagi petani. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam
penyediaan subsidi pupuk dalam rangka pogram pemerintah, maka pupuk
bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman

pangan, peternakan dan perkebunan rakyat.



Kesejahteraan petani tidak lepas dari 3 hal yaitu permaslahan pupuk, benih
dan harga. Kecukupan pupuk bagi tanaman akan merangsang pertumbuhan dan
perkembangan yang baik sehingga produksi dan produktivitas dapat meningkat.
Kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui kebijakan subsidi merupakan
kebijakan pertanian yang mengalami berbagai transisi konseptual. Secara bertahap
kebijakan pupuk subsidi diarahkan untuk mecapai efektivitas dan efisiensi dalam
proses pendistribusiannya. Dan Masalah yang terjadi adalah keterlambatan dalam
penyaluran dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi, sementara satu minggu saja
terlambat maka berpengaruh besar terhadap tanaman. Permasalahan lainnya adalah
ketidak cukupan pembagian pupuk yang tidak sesuai dengan lahan yang di garap.
Dan harga pupuk bersubsidi malah lebih tinggi dijual di kios-kios pupuk.

Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi petani yang pada akhirnya bisa
meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani. Melalui
kementerian pertanian (Kementan), pemerintah telahmengalokasikan subsidi
pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat
ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk
yang memenuhi prinsip dari segi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Kelangsungang hidup dan kesejahteraan para petani tidak luput dari peran
pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus bisa untuk mengelola penyaluran
pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi
adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik. Kebijakan tersebut diatur dalam
Keputusan Mentri melalui Surat Keputusan Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003

tanggal 11 februari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersusidi untuk



sektor pertanian. Dan Kementrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga
eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut
diatur dalam peraturan Mentri Pertanian Indonesia Nomor
130/Permentan/Sr.130/11/2015 Tahun Anggaran 2016.

Hasil penelitian penelitian, bahwa belum tercapainya tujuan dari kebijakan
dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masanyarakat karena seringnya
miss komunikasi.(Maharani, 2018)

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman,
sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses
metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang
mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau
mengganti

unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman.
dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur
primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. sedangkan unsur
sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas
dasar program Pemerintah, sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang
pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat

subsidi.



Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga atau
subsidi tidak langsung di mana alokasi pupuk subsidi yang telah diusulkan oleh
pemda dan ditetapkan oleh pemerintah pusat itu dilanjutkan dengan pengiriman dari
produsen yang ditugaskan kedistributor hingga pengecer, ke kelompok tani dan
petani.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tahun 2024 bahwa saat ini di pasar
terdapat dua harga pupuk yaitu harga subsidi dan harga non subsidi dalam transaksi
penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi”, tujuan diterapkannya kebijakan ini
yaitu guna mewujudkan distribusi yang lebih merata dan lebih mudah untuk petani,
pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran
kepada petani yang memang berhak untuk menerimanya.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan penyaluran
pupuk bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan 6T (enam
tepat) yang meliputi Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.”yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka menyempurnakan kebijakan
alokasi pupuk bersubsidi yang banyak menemukan kendala dilapangan, serta guna
menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada
petani maka pemerintah membuat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk
memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan penyaluran pupuk
bisa lebih merata.

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo

Mulyo belum berjalan optimal dikarenakan pendistribusian masih belum



sepenuhnya menggunakan kartu petani berjaya, keterlambatan pengiriman pupuk
dan kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dirasa
memberatkan petani. Adapun faktor penghambat implementasi adalah kekurangan
sumber daya penyuluh pertanian lapangan, permasalahan teknis dan jaringan serta
petani lansia yang sulit memahami penggunaan kartu petani berjaya.(Nabila, 2023)

Kabupaten Barru merupakan salah satu kawasan pertanian yang mempunyai
lahan pertanian yang luas, hal ini menjadikan pemerintah Barru harus
memperhatikan program dalam sektor pertanian yang berpihak bagi petani.
Wilayah Barru yang terdiri dari tujuh Kecamatan lima belas Kalurahan dan empat
puluh desa, salah satunya Desa Mattirowalie mempunyai lahan pertanian yang
luasnya 2023 hektare, oleh karna itu pupuk sangat di butuhkan dan program
pemerintah yaitu pupuk bessubsidi merupakan kebijakan yang sangat tepat tetapi
kebijakan tersebut masih belum bisa berjalan dengan baik karna banyaknya
masalah berupa penyaluran pupuk yang tidak merat, harga pupuk eceran yang
mahal, dan pengambilan serta penggunaan pupuk secara berlebihan sehingga
sebagian masyarakat tidak kebagian dan program kartu tani ini yang dibuat dan
dikeluarkan kebijakan penggunaan kartu tani untuk mengelola penyaluran pupuk
bersubsidi yang diwajibakn bagi petani.

Akan tetapi setelah dilakukan percobaan menurut petani program kartu tani
ini tidak begitu efektif dikarnakan banyak petani kurang mengerti bagaimana cara
penggunaanya dan mereka menganggap bahwa pengunaan kartu tani sangat rumit.

Program ini di mulai pada bulan juni 2023 dengan para kelompok tani yang

bertugas untuk mensosialisasikan sekaligus mendata masyarakat yang akan



menerima kartu tani, adapun jumlah kelompok tani yang ada di desa mattirowalie
yaitu setiap dusun memiliki satu kelompok tani yang jumlah anggotanya berisi 25
sampai 50 anggota(Ketua Kelompok Tani).

Sebelum penggunaan kartu tani, msayarakat menggunakan KTP untuk
menebus pupuk, akan tetapi masyarakat kembali menggunnakan KTP untuk
menebus pupuk karna menurut petani penggunaan KTP lebing mudah pembagian
pupuk dengan cara ini, ternyata memiliki banyak kendala salah satunya adalah
pembagian pupuk yang tidak merta, pembagian pupuk juga dilakukan dua kali
dalam satu tahun yaitu pada waktu penanaman musim hujan dan musim kemarau.
Menurut salah satu ketua kelompok tani pembagian pupuk kadang tidak mencukupi
karena ada beberapa petani yang menambah lahan pertaniannya dan tidak
melaporkan kepada kelompok tani.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul “Implementasi
Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan
Tanete Riaja Kabupaten Barru
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka penulis mengankat
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk Besubsidi di Desa

Mattirowalie Kecamaatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja

Kabupaten Barru ?



C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mengangkat tujuan
penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat atau kegunaan
baik teoritis maupun praktikal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi informasi bagi
pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan
dan manfaat terhadap kebijakan yang akan dibuat sehingga memahami
faktor faktor apa saja yang mendukung maupun faktor yang dapat
menghabat kebijakan program kartu tani dan juga agar dapat berkontribusi
terhadap keberhasilan kebijakan program kartu tani

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam
membuat kebijakan agar setiap kebijakan yang di buat dapat lebih maksimal

dan lebih bisa mensejahtrakan para petani.



A. Peneliti Terdahulu

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama penulis/ Jenis
NO tahun/judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian
1 Brillian Ar Bagaimana Jenis penelitian | Hasil penelitian ini
Rahmaan Implementasi | yang digunakan | menunjukan bahwa
(2021) Kebijakan adalah implementasi
Implementasi | Distribusi kualitatif kebijakan distribusi
Kebujakan Pupuk deskriptif pupuk bersubsidi
Distribusi Bersubsidi melalui billing
Pupuk Melalui Billing system di Kecamatan
Bersubsidi System (Studi Gadingrejo
Melalui Biling | di Kecamatan Kabupaten
Syistem (Studi | Gadingrejo Pringsewu dari segi
di Kecamatan | Kabupaten komunikasi,
Gadingrejo Pringsewu)? sumberdaya,
Kabupaten disposisi, dan
Pringsewu) struktur birokrasi
sudah berjalan
dengan cukup baik
meskipun masih ada
beberapa faktor
penghambat seperti
keterlambatan
pengiriman
2 Noka Puspita | bagaimana Jenis penelitian| Hasil penelitian
Maharani implementasi | termasuk dalam| penelitian, bahwa
(2018) kebijakan dan | jenis penelitian| belum tercapainya
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Implementasi
Kebijakan
Penyaluran
Pupuk
Bersubsidi di
Wilayah Jawa

Timur

faktor
penghambat
penyediaan
pupuk
bersubsidi di
wilayah jawa

timur

deskriptif
dengan
pendekatan

kualitatif

tujuan dari kebijakan
dan kurangnya
koordinasi antara
pemerintah dan
masanyarakat karena
seringnya miss

komunikasi

3 | Nabila (2023)
Implementasi
Kebijakan
Pendistribusian
Pupuk
Bersubsidi
Melaluli Kartu
Petani Berjaya
(Studi di Tiyuh
Margo Mulyo
Kecamatan
Tumijajar
Kabupaten
Tulang Bawang

Barat)

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
bagaimana
Implementasi
Kebijakan
Penyaluran
Pupuk
Bersubsidi
Melalui
Program Kartu
Tani pada
petani nanas di
Desa Siwarak
Kecamatan
Karangreja
Kabupaten
Purbalingga

Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif
deskriptif

Dari hasil penelitian
ditemukan bahwa
penyaluran pupuk
bersubsidi belum
berjalan secara
optimal dikarnakan
pendistribusian
pupuk bersubsidi
belum sepenuhnya
menggunakan kartu
tani berjaya dan
beberapa faktor
penghambat adalah
kekurangan
sumberdaya,
kesalahan teknis dan
jaringan serta petani
lansia yang sulit

memahami

Peneliti pertama berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan

distribusi pupuk bersubsidi melalui billing system di Kecamatan Gadingrejo

Kabupaten Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur
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birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik meski masih memiliki kelemahan yaitu
keterlambatan waktu pengiriman pupuk bersubsidi. Selanjutnya peneliti kedua
berfokus pada belum tercapainya tujuan dari kebijakan dan kurangnya koordinasi
antara pemerintah dan masanyarakat karena seringnya miss komunikas. Peneliti
ketiga berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal
dikarnakan pendistribusian pupuk bersubsidi belum sepenuhnya menggunakan
kartu tani berjaya dan beberapa faktor penghambat adalah kekurangan sumberdaya,
kesalahan teknis dan jaringan serta petani lansia yang sulit memahami. Dan
penelitiana yang akan saya lakukan yaitu berfokus pada bagaaimana Implementas
Penyaluran Pupuk besubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja

Kabupaten Barru

B. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. menurut Nurdin Usman,
Implemetasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme
suatu sistem, implemetasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002).

Menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991), Implemtasi adalah kegiatan
untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang
dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai

upaya untuk mewujudkan kebijakan.
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Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang
mengarah pada proses pelaksanaan dari sautu kebijakan (Agustino, 2008).

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier
sebagaimana dikutip (Solichin, 2008), mengatakan bahwa : Implementasi adalah
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku
atau dirumuskan merupakan fokusperhatian implementasi kebijaksanaan yakni
kejadian-kejadian dan  kegiatan yang  timbul sesudah  disahkannya
pedomanpedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.

Bahwa dapat disimpulkan implementasi adalah suatu hal yang berkaiatan
dengan kegiatan yang sudah terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan
secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai
sebuah tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri
tetapi dipengaruhi oleh sebuah objek berikutnya yakni kurikulum. Implementasi
kurikuum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu
pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011)
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel itu mencakup :

a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
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Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh : masyarakat
di wilayah gunung Kidul lebih suka menerima program air bersih daripada
menerima program kredit rumabh,

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,

Apakah letak sebuah program sudah tepat. Komponen lingkungan kebijakan

mencakup :

a. Seberapa besar kekuasaan,

b. Kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan,

c. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,

d. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direaliasasikan

melalui aktivitas instansi pemeritah yang melibatkan barbagai pihak yang

berkepentingan. Kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yaitu:

jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan

antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur

perubahan merupakan karakteristik paling penting setidaknya dalam dua hal :

a.

Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang
dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan
inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada
perubahanperubahan drastis (rasional), seperti dikemukan sebelumnya
perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara

inkremhtal pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak
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kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang
ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat
berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang
lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang
terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan
akan sangat besar

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi
yang diperlukan. Implementasu yang efektif akan sangat mungkin terjadi
jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara
drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari
meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-
prosedur administratif yang ada.

Implementasi Kebijakan
Teori George C.Edward, Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan
bahwa implementasi kebijkaan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu :

a. Komunikasi yakni keberhasilan implemetasi kebijakan mensyaratkan agar
implemetor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target Group), sehingga akan mengurangi distorsi implemtasi

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksankan, maka implemetasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
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tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi

implementor dan sumber daya finansial,

c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemetor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementr memiliki
disposisi yang baik, maka implemetor tersebut dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.. ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implemtasi kebijkan juga menjadi tidak efektif,

d. Stuktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implemtasi
kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalag Standard Operating
Prosedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni
prosedur birokrasi yang rumit dan komplekas, yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau
upaya tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh
beberapa aspek yakni: alternatif , benar, kepuasan, kebutuhan, koordinasi, tepat
waktu, hemat, pengambilan keputusan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta
tanggungjawab. Implementasi kebijakan dirancang untuk bisa memenuhi
kebutuhan dan keingian publik, hal itu dilatarbelakangi agar bisa meminimalkan
pemanfaatan sumber daya secara benar dan tepat(Meutia, 2017).

C. Implementasi Kebijakan
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Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam
upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut
(Winarno, 2016) menjelaskan secara luas implementasi kebijakan mempunyai
makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,
dan teknik pekerjaan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi ini
merupakan sebuah peraturan yang juga melibatkan aktor baik itu pemerintah
maupun organisasi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan
dalam mencapai sebuah tujuan dari suatu kebijakan.

Menurut Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik
merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat
program tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Nurdin Usman, 2002)
implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan
yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sementara itu, (Setiawan,
2004) berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.(Subianto, 2020)

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan mengenai implementasi
kebijakan public dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah
suatu upaya atau tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku administrasi
untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan

implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan
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realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Fokus utama dari kebijakan adalah
di mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang
menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak.

1. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila
menggunakan suatu kerangka pemikiran dalam proses implmentasinya. Pada proses
implementasi  kebijkan dibutuhkan komponen-komponen dalam sistem
implementasi kebijakan. adapun komponen-komponen pada sistem implementasi
kebijakan publik, terdiri atas (1)program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2)target
groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan
menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3)unsur
pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut; dan (4)faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Selain itu,
terdapat fokus keberhasilan Van Horn dan Van Meter (1975) serta Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam (Tresiana & Duadji, 2021). yang
memahami dan menjelaskan permasalahan proses implementasi kebijakan menjadi
dua kelompok, yaitu melalui pendekatan top-down dan botton-up.

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti yang menggunkan
pendekatan top-down ialah memilih kebijakan yang akan dikajikan mempelajari
dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengindentifikasi tujuan dan sasaran
lebijakan secara formal tercantum dan dokumen kebijakan, mengidentifikasi

bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk
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mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi apakah keluaran
kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran yang baik (sesuai dengan Standart
Operating Procedure yang ada), mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan
tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran, mengidentifikasi apakah muncul
dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka
terima analisis kemudian, diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang
muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen kebijakan (Tresiana & Duadji, 2021).

Sedangkan pendekatan botton-up diperoleh dari hasil ketidakpuasan dan
kritik berdasarkan pendekatan top-down. Padahal menurut para pengkritik
pendekatan top-down, realistis implementasi kebijakan bisa menjadi kompleks dan
tidak hanya berkepentingan dengan isu, efektivitas atau efisiensi implementasi
kebijakan saja. Tetapi, karena ketidakpuasan dari beberapa peneliti maka
tercetuslah pendekatan yang disebut botton-up. Pendekatan botton-up merupakan
pendekatan yang menggunakan logika berpikir dari ,bawah™ ke ,atas™ yakni
pendekatan yang berawal dari keinginan masyarakat yang disalurkan pada
pemerintah kemudian pemerintah membuat peraturan dengan kewenangan yang
dimiliki melalui berbagai pertimbangan, menurut Parsons (Nurcahyanto, 2016)
model botton-up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi
dan pembentukan consensus, Parsons juga mengatakan bahwa dalam model
pendekatan botton-up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan

memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan.
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Dalam menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pendistribusian
pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini, peneliti juga menggunkaan
pendekatan top-down didalam analisi implementasi kebijakan. hal ini dikarenakan
pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini dikeluarkan oleh
pemerintah pusat dan daerah yang dilanjutkan ke bawah untuk dapat
diimplementasikan ke masyarakat.

Pada proses implementasi kebijakan, program dikatan berhasil jika
pelaksanaanya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh
pembuat program yang mencakup antara lain, tata cara atau prosedur pelaksanaan,
agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan, pada
perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak
seperti yang diinginkan (Samiri, 2019). Suatu program mungkin saja berhasil
dilihat dari sudut proses dan gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, namun hal
tersebut nyatanya dapat terjadi sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi
kebijakan dapat dianggap berhasil ketika nampak konsistensi antara proses yang
dilalui dengan hasil yang dicapai (Ramdhan & Ramdhan, 2017). Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan tahapan proses implementasi kebijakan berdasarkan
tatanan praktis dari Mulyadi yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan
proses pelaksanaan keputusan dasar yang meliputi: (1) Tahapan pengesahan
peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan keputusan oleh intansi pelaksa; (3)
Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; (4) Dampak
keputusan; dan (5) Upaya perbaikan. (Mulyadi, 2015)

2. Model Implementasi Kebijakan Publik
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Model merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk memudahkan
penjelasan terhadap suatu fenomena. Menurut (Agustino, 2016) mengkategorikan
beberapa model implementasi kebijakan publik. Dalam sejarah perkembangan studi
implementasi kebijakan, tedapat dua pendekatan implementasi kebijakan yaitu,
pendekatan yang berpola dari atas kebawah (top down) dan pendekatan dari bawah
keatas (bottom up). Implementasi kebijakan publik mempunyai berbagai macam
model dalam perkembangannya, yaitu :

a) Model Implementasi Kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van

Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van
Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy
Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi
atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya
secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan
yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model
ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear
dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Abdal,
2015). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh
beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:
a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus

jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan
sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan

menimbulkan konflik di antara para agen implementasi;
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. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya,
baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya
non-manusia (non-human resources);

. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program;

. Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;
. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana
kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi
implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di
lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi
kebijakan;

. Sikap/disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup
tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan
yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan

kebijakan; (b) kongnisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;



22

dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni prioritas nilai yang
dimiliki oleh implementor.
b) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindlle

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindlle dikenal
dengan istilah Implementation as a Political and Administrative Process,
yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan,
program kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah
disalurkan untuk mencapai sasaran. Model tersebut menggambarkan proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana
keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai
maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik
administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan
keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses
administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang

dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Menurut Grindle dalam (Agustino, 2016) keberhasilan suatu
implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian
outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana

hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:
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1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada
aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat
dua faktor, yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran
dan perubahan yang terjadi.

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar,
yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context
of implementation) sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat
keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang
dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar,
akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun
dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan
tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat
memengaruhi implementasi dapat dilihat melalui dimensidimensi
sebagai berikut :
a. Kepentingan kelompok sasaran (interest of the target groups)
Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini

berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan



C.

24

melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan
tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini
berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi
suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa
suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak
kepentingan, dan sejauh mana kepentingankepentingan tersebut
membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang
ingin diketahui lebih lanjut.

Tipe manfaat yang dihasilkan (type of benefits) Dalam isi
kebijakan (content of policy) telah dijelaskan, yaitu untuk
menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa
tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan
oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat
dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian
dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak
implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada
masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini
dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat
mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah
kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan
mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.

Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envision)
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Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting
dalam sebuah kebijakan. Adapun yang ingin dijelaskan pada
poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak
atau ingin dicapai dari suatu implementasi kebijakan harus
mempunyai skala yang jelas.

d. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada
bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan
dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Pelaksana program (program implementor) Dalam menjalankan
suatu kebijakan -atau program harus didukung dengan adanya
pelaksana kebijakan  yang kompeten dan kapabel demi
keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar
dengan baik pada bagian ini.

f.  Sumber daya yang digunakan (resources committed)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka

harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber

daya yang diperlukan adalah sumber daya alam, sumber daya
keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan.

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy) Lingkungan Kebijakan

menurut Grindle juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya

karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran,
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hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari

pelaksana ~ akan ~ memengaruhi  tindakan  pelaksana  dalam

mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang

tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi

yang ingin dicapai. Lingkungan kebijakan yang berpengaruh pada

keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang
terlibat (power, interest, and strategy of actor involved)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau
kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh
para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi
kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar
kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari
apa yang diharapkan.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime
characteristic)
Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh
terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan
karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu
kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (responsiveness

and complience)
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Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan
adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak
dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari
pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.
¢) Model Implementsi Kebijakan George C. Edwards I11
Menurut George C. Edwards III (Subarsono, 2013) ada empat variabel
dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), SumberDaya
(Resources), sikap (Dispositions atau Attitudes) dan struktur birokrasi
(Bureucraticstructure). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara
simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang
erat. Faktor—faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut
George C. Edwards III sebagai berikut :
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan
saran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (target
group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan
dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama
sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi
resistensi dari kelompok sasaran.
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tuyjuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu-individu  yang

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran
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dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara
tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran
dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat
kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk
kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber
informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda
pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab
melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat
melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus
mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan
kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat tidak jelasan
spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa
sesunguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung
dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak
akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kepada para
implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya



29

tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi
implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya,
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi
program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel
yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan
sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini
meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang
relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya
kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada
sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung
yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan
sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan)
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena
mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, jika jumlah staf
pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan
meningkatkan skill’lkemampuan para pelaksana untuk melakukan
program, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat
meningkatkan kinerja program.

3. Disposisi
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Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi
kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan
bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan
dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan
pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak
masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan
kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon
program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon
tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program
namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program
secara tepat karena mercka menolak tujuan yang ada didalamnya
sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi
program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat

dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan
dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam
badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial

maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan
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kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard
operating prosedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementator dalam bertindak.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah
digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada
badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal,
sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan
pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem
politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat
perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai
orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

Beberapa ahli menempatkan tahan implementasi kebijakan pada
posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik
selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi
dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam
proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan
Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat
kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan
merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang
sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk
mengkasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

D. Pengertian Pupuk
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Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang
dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam
pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan
tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat
makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan
melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang dimaksud pupuk
adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubabh sifat fisik, kimia atau biologi
tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan
pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yamg mengandung satu atau lebih
hara tanaman. Menurut

Menurut Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan
dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak
langsung. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan
tanaman,

Sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran
proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan
yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan
produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau
mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh
tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting
atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium.

Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.
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Komponen utama dalam pupuk adalah nutrisi yang penting untuk
pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan nitrogen dalam proses sintesis
protein, asam nukleat dan hormon. Ketika tanaman kekurangan nitrogen
pertumbuhan tanaman akan terganggu yang biasanya ditandai dengan
menguningnya daun. Tanaman juga membutuhkan fosfor, komponen asam nukleat,
fosfolipid, dan beberapa protein. Unsur-unsur tersebut juga diperlukan untuk
menyediakan energi untuk mendorong reaksi kimia metabolisme.(Ikbal, 2017)

E. Pupuk Bersubsidi

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sudah mulai diterapkan yakni
sejak tahun 1970 an. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi
pemupukan. Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya peningkatan
komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Agar kebijakan
pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis,
jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah perlu mengatur
mekanisme penyaluran dan pendistribusian .

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas
dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk
menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan
kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
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Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin
ketersediaanya dan harganya sesuai harga eceran tertinggi (HET) pupuk.

Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan
Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah
Kabupaten/Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing daerahnya, untuk
selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi produsen, distributor, dan
penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi
di wilayah tanggung jawabnya. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam
pengawasan pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA,
NPK dan Organik. Namun, dengan adanya pembaharuan kebijakan Permentan No.
10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian, jenis pupuk yang mendapatkan subsidi hanya
Urea dan NPK.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani
disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan
didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukan dalam Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut
direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan
provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan
RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/

Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran
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pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan

HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi

dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam
memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu,
waktu dan tempat.

2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan
efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen,
Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi
Kelompok Tani/Petan

3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas
diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang
memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan
belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.

4. Menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyimpangan
pendistribusian pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak sesuai peruntukannya.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami beberapa
kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah
subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN

Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari
impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001 dikarenakan pada

tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga pupuk dicabut dan sistem
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subsidi harga diganti menjadi subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk
yakni subsidi gas. Pada Periode 2003- 2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan
kombinasi subsidi gas dan subsidi harga. Pemberian subsidi gas diperuntukkan bagi
pupuk Urea, sementara subsidi harga untuk pupuk non urea. Sedanglan pada
periode 2006 hingga saat ini, subsidi yang berlaku adalah subsidi harga, yang
dihitung dengan formula, selisih antara HET dengan Harga Pokok Penjualan (HPP)
dan biaya produksi dikalikan volume produksi yang merupakan angka subsidi yang
ditanggung oleh pemerintah dengan sumber subsidi berasal dari APBN. Saat,

Saat ini, pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi system
distribusi  pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota). Mekanisme pembagian
kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai
berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
dari Lini I sampai dengan Lini IV.

2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta pengaturan
sistim Rencana Definitif Kebutuan kelompok Tani (RDKK).

3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten

4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk
bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:
1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara



37

nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam).Tepat mulai dari Lini I sampai dengan
Lini IV.

2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV
di wilayah tanggung jawabnya.

3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan
prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah
tanggung jawabnya; dan

4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada
petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer. Peraturan pupuk bersubsidi untuk
kabupaten Pinrang diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun
2012.

Peraturan ini membahas tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian
dan perikanan. Selain itu peraturan ini juga membahas tentang pengertian istilah-
istilah yang terkait dengan subsidi pupuk

Menurut peraturan ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios
pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh
distributor.

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang
berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan

pakan ternak dan budidaya ikan atau udang. Sasaran
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Sasaran pupuk besubsidi adalah petani, pekebun, dan peternak yang
mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani
kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak
diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan,
perternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

E. Kerangka Pikir

Konsep peranan implementasi kebijakan menurut George C.Edward,
Edward (2009) berpandangan bahwa implementasi kebijkaan dipengaruhi oleh
empat komponen, yaitu komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi.
Adapun kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

Kerangka pikir

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir
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Program Kartu Tani di Desa
Mattirowalic Kecamatan Tanete Riaja
Kahupaten Barru

Distribusi Pupuk
Bersubsidi

Implementasi Kebijakan

(GeorgeEdward 20009)

1. Komunikasi

1. Sumber Dayva

3. Disposisi

4. Srukiur Birokrasi

Implementasi kKebijakan Penvaluran
Pupuk Bersubsidi Yang Merata Kepada
Selurub Petani
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F. Fokus penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyaluran pupuk

bsrsubsisi yang merata kepada seluruh petani dan untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C.Edward

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C.Edward

yaitu:

a. Komunikasi berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada
masyarakan tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan kepada
kelompok tani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

b. Sumber daya berupa sumber daya manusia yaitu pelaksana kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi dan suberdaya non manusia berupa pupuk
bersubsidi yang akan di bagikan secara merata kepada petani di Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

c. Disposisi berupa bagaimana respon pelaksana kebijakann terhadap tujuan dari
kebijakan agar pembagian pupuk bersubsidi menjadi merata kepada petani di
Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

d. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dimana
pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kelompok tani dan petani yang
melaksanakan kebijakan tersebut, penyaluran pupuk secara merata sebagi

tujuan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan di lakukan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru dan Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 26 Juli-24
September 2024.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti
sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat
kualitatif lebih menekan pada makna (Sugiyono, 2018). di mana data yang di
dapatkan berupa bentuk informasi melalui tulisan ataupun informasi dalam
bentuk lisan.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif merupakan suatu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lain (Sugiyono, 2018). dimaksudkan untuk memberikan

gambaran secara jelas bagaimana implementasi kebijakan kartu tani berjalan.
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C. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang
diperlukan selama peneliti melaksanaka penelitianya sumber data terdiri dari
data ptimer dan data sekunder (Sugiyono, 2018).
1. Data Primer
Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data
ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui
narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah informan yaitu orang-orang
yang kita jadikan sebagai objek penelitian satu orang yang kita jadikan
sebagai sarana mendapat informasi atau data.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumplan data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung
keperluan data primer seperti buku dan bacaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan penelitian.
D. Informan Penelitian
Informan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode sampling
purposive atau purposeful sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan
didasarkan pada kesamaan antara ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek penelitian
dengan tujuan penelitia (Herdiansyah, 2010). Oleh karena itu, terkait penelitian ini

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:



Tabel 3.1 Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan
1 | Drs. H. Alimuddin | AM Kepala Desa
2 | Alimuddin, SP AL Kepala BPP
3 | Hasbullah Hanan HH Pimpinan Kios Lumut Belantara
4 | Bakri BK Ketua Kelompok Tani
5 | Sapuddin Supu SS Ketua Kelompok Tani
6 | Syamsuddin SM Ketua Kelompok Tani
7 | Ammas AM Ketua Kelompok Tani
8 | Sapruddin SP Petani

Sumber : Dolah oleh peneliti, 2024

E. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif ini

adalah Teknik yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono,

2018)

1. Observasi

Observasi atau pengamatan harus menggunakan catatan tak terstruktur

dalam tahap pertama yang terbuka, dalam tahap kedua memberikan perhatian pada

sejumlah kategori terpilih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa hasil gambaran atau suatu teknik untuk

mendapatkan data dengan cara mencatat data yang sudah ada. Pengambilan data

akan dilakukan di kantor desa pos kelompok tani
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3. Wawancara
Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang di susun secara sistematis dan lengkap untuk
mengumpulkan data yang di cari. Wawancara akan di laksanakan dengan kepala
desa, ketua kelompok tani dan para petani yang ada di desa mattirowalie
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis,
dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga
akhir penelitian (pengumpulan data). Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi
data, penyajian data dan verifikasi data (Ghony dan Almanshur, 2016). Adapun
langkah yang peneliti akan gunakan dalam menganalisis data yang sesuai dengan
prosedur dan tahapan-tahapan berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada
data yang benar-benar di butuhkan sebagai data utama dan juga data yang
sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang di peroleh dari lokasi penelitian atau
data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan
terperinci. Laporan lapangan di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting.



45

2. Penyajian Data

3.

Penyajian data yang telah di peroleh dari lapangan terkait dengan seluruh
permasalahan penelitian ini di pilih antara nama yang dibutuhkan dengan yang
tidak lalu di kelompokkan kemudian di berikan batasan masalah.

Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji
keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas
eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data
yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan
tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar
mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Setelah melakukan penyajian data
maka kesimpulan awal dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang di lakukan

selama penelitian berlangsung.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah meteodologis pada penelitian kualitatif yang harus

peneliti ketahui. Teknik triangulasi bertujuan meningkatkan kekuatan teoritis,

metedologis, maupun interpreatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi di bagi

menjadi tiga yaitu berdasarkan pada sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

1.

Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat diperoleh dengan cara pengecekan data dari
berbagai sumber yang telah di peroleh. Dalam hal ini peneliti dapat
membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang

ada. Perbandingan hasil wawancara dari informan (Data primer) dengan buku
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atau file ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian (Data
Sekunder).
. Triangulasi Teknik

Triangulsi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data
dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
Dalam hal ini data yang di peroleh dengan teknik wawancara dilakukan

pengecekan dengan teknik observasi ataupun dokumen.

. Tiangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah trianglusi yang sering digunakan mempengaruhi
data. Untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti dapat melakukan
pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu satu kali dengan berbagai cara.
Dalam hal ini peneliti bisa melalukan pengamatan pada saat di pagi hari saat
informan masih dalam keadaan kuat. Kemudian melakukan pengamatan
kembali pada sore hari untuk mendapatkan data yang lebih valid dan

memastikan data yang di peroleh tidak berbeda dari waktu ke waktu



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi obyek Penelitian
1. Sejarah Singkat Desa Mattirowalie

Pada Awalnya Desa Mattirowalie berasal dari Pemekaran Kelurahan Lompo
Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Kemudian pada tahun 1994
dibentuk Desa Persiapan Mattirowalie yang dipimpin oleh Kepala Desa dari Staf
Kecamatan Tanete Riaja bernama M. Aris, kemudian pada tahun 1995 menjadi desa
Devinitif dan jabatan Kepala Desa tetap dilanjutkan oleh M. Aris, kemudian Pada
tahun 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya dan terpilih M.
Aris yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Desa pada saat itu.

Desa Mattirowalie terbentuk karena dianggap perlu adanya pemekaran Desa
disebabkan Kelurahan Lompo Riaja pada saat itu memiliki jangkauan wilayah
terlalu luas sehingga tata kelola Pemerintahan, Pembangunan dan pengawasan
Pemerintah Kelurahan sulit terjangkau, awalnya dibentuklah Persiapan Pemekaran
Desa dengan menamakan Desa Persiapan Mattirowalie, setelah menjadi Desa
Devinitif dinamakanlah Desa Mattirowalie, dikatakan Desa Mattirowalie karena
awalnya desa ini berada di tengah-tengah antara daratan dan pengunungan dan
memiliki lima Dusun yaitu Dusun Parenring, Cinekko, Bua, Limpo dan Dusun Tille
jadi arti dari kata Mattirowalie mempunyai Arti / Makna yaitu:

1. Mattiro berasal dari kata Melihat.

2. Walie mempunyai arti kata segala penjuru.

47
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Adapun Luas Wilayah Desa Mattirowalie adalah 20,23 KM? / 2023Ha Dengan

Batas Wilayah Yaitu:

Sebelah Utara : Kelurahan Lompo Riaja
Sebelah Selatan : Kelurahan Mattappawalie
Sebelah Timur : Desa Bacu bacu

Sebelah Barat : Desa Kading

Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin
desa Mattirowalie dari jaman dahulu sampai saat ini:
1. M. ARIS Periode Tahun 1994-1999 (Devinitif)
2. M. ARIS Periode Tahun 1999-2008 (Devinitif)
3. BAKRI Periode Tahun 2008-2014 (Devinitif)
4. H. MUSTAKIM.P, S.Sos Tahun 2014-2015 (Pejabat)
5. Dra. Hj. I CALLI Periode Tahun 2015-2017 (Pejabat)
6. HAMZAH Periode Tahun 2017-2023 (Devinitif)
7. Drs. H. ALIMUDDIN Periode 2023-2029 (Devinitif)
Wilayah Desa Mattirowalie terangkum dalam wilayah Kecamatan Tanete
Riaja, Pada tahun 1994,
2. Keadaan Geografis Desa Mattirowalie
a. Letak geografis
Desa Mattirowalie merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru yang berjarak 25 km dari pusat kota Barru (ibu kota

kabupaten Barru)
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Desa Mattirowalie terdiri dari 6 Dusun, 15 RT, Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru. Dengan batas wilayah Sebagai berikut:
1. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan
Tanete Riaja
2. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Desa Bacu bacu Kecamatan
Pujananting
3. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Kelurahan Mattappawalie
Kecamatan Pujananting
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kading Kecamatan Tanete
Riaja
. Luas wilayah
Luas wilayah Desa Mattirowalie adalah 2023 Ha/M2 atau 20,23 km?
dengan Koordinat bujur: 119.70311 LS/LU dan Koordinat Lintang: -
4.580013 BT/BB, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah
dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga
Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.
Letak Desa Mattirowalie sangat strategis karena berada di jalan Kecamatan
penghubung antara Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Riaja
dan jalan utama menuju Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta
jalan penghubung menuju Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep. Hal ini
membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat.
Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata

pencahariannya adalah berdagang. Tofografi Desa Mattirowalie barada
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pada Ketinggian Diatas Permukaan Laut 734 Meter merupakan daerah
dataran rendah dan dataran tinggi dengan kondisi Tanah Sawah dan
Pengunungan yang dominan adalah tanah sawah. Sehingga dengan kondisi
seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Mattirowalie sebagai:
Daerah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Daerah Perdagangan Darat

Daerah Transfortasi Darat

Gambar 4.1 Peta Geografis Desa Mattirowalie

Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk
yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 3.882 jiwa
tersebar di 6 Dusun. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki
sebanyak 1.919 jiwa dan perempuan sebanyak 1.963.Jiwa
Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran
masyarakat pada umumnya dari tingkat perekonomian pada khususnya,

dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mengdongkrak tingkat
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kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya
keterampilan kewirausahaan dan pada giliranya mendorong munculnya
lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya akan membantu program
pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru dan sebagaimana
peraturan Bupati Barru No 21 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu
Perangkat Desa jadi diperlukan perangkat desa yang mumpuni dan pastinya
memiliki Pendidikan yang baik.
Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian desa Mattirowalie di topang oleh
beberapa mata pencahrian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi dalam
beberapa bidang mata pencahrian, seperti : TNI/POLRI/PNS,Guru Swasta,
Guru Honorer, Karyawan Swasta, Wirausaha, Pensiunan, Tukang Kayu,
Petani, Pedagang, Tukang Batu dan lain-lain.
Kesehatan

Kualitas kesehatan sangat menentukan kualitas dan angka harapan hidup
penduduk, semakin sehat suatu desa maka angka harapan hidup tinggi,
untuk menigkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka yang penting di
lihat sejauh mana pemerintah memperhatikan sector ini yakni dengan
melihat sedekat apa fasilitas kesehatan, seberapa bagus kualitas sarana dan
prasarana serta pelayanan yang di lakukan tenaga medis juga sejauh mana

kualitas SDM pelaku dan tenaga medis yang di miliki oleh sebuah desa di
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desa Mattirowalie memiliki satu puskesmas dan jarak rumah sakit juga tidak
terlalu jauh dari desa.
. Keagamaan

Di lihat dari penduduknya, desa Mattirowalie mempunyai penduduk
yang beragama islam dan. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual
dapat di lihat dari setiap dusun memiliki setidaknya satu mesjit adajuga

mushola.

. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Desa menjadi salah satu faktor yang dapat
membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat dan sebagai faktor
penunjang kemajuan Desa. Di Desa Mattirowalie sendiri sarana dan
prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Beberapa sarana dan prasarana Desa Mattirowalie mulai dari Transportasi,
Kesehatan, Pendidikan, dan sarana prasaran umum lainnya yang sudah
dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan
Masyarakat
Kawasan Pertanian

Desa Mattirowalie merupakan salah satu wilayah yang penyedia padi di
kabupaten Barru dengan luas wilayah pertanian 430 Ha bukan cuma padi
yang dihasilkan ada beberapa jenis tanaman yang dihasilkan di desa
Mattirowalie antra lain : jagung, kacang tanah, ubi kayu,dan ubi jalar dan

waktu tanamnya itu selang seling seusai musim dan cuaca .
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B. Hasil Penelitian

Penyaluran pupuk bersubsidi merupakan proses pendistribusian pupuk
bersubsidi dari produsen kepada petani atau kelompok tani sebagai konsumen
akhir yang.

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk
mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Beberapa tujuan
pemberian subsidi pupuk kepada petani, yaitu: Mengurangi beban petani,
Mentransfer teknologi kepada petani untuk menggunakan benih unggul,
Memastikan pemupukan berimbang dengan harga terjangkau, Meningkatkan
produksi dan produktivitas.

1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa
Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi Kebijakan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara untuk suatu
kebijakan bisa mencapai tujuan. Tahap ini merupakan tahap terpenting
dalam proses kebijakan” (hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus
2024).
Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan.
Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang
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Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie

Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;
“Implementasi kebijakan memiliki kaitan dengan beberapa program yang
diarahkan untuk mewujutkan dan mencapai tujuan dari program, dimana
ekssekutif mengatur bagaimana pelekasanaannya dan sumberdaya yang
di gunakan agar bisa menjadi efektif dan efisien, dengan membuat
petunjuk yang mudah dimengerti”(hasil wawancara dengan bapak AL 5
Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penuslis maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan memiliki kaitan degan beberapa kegiatan yang diarahkan
untuk merealisasikan program dimana ada eksekutif atau seseorang unruk mengatur
bagaimana cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Pimpinan Kios Lumut
Blantara merupakan distributor di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru, tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan merupakan suatu program yang terjadi atau
terbentuk setelah di tetapkannya suatu peraturan perundang-undangan
dan memberikan kewenangan kepada suatu kebijakan dan memiliki
outout yang jelas, dengan demikian implementasi kebijakan menjadi
mata rantai untuk mencapai tujuan”(hasil wawancara dengan bapak HH
5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penuslis maka dapat disimpulkan bahwa
implementasi merupakan suatu program yang terbentuk setelah ditetapkan susatu
perataturan perundang-undangan dengan memberikan kewenang kepada kebijakan
agar dapat menjadi mata rantai yang mengikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ketua Kelompok Tani Desa

Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi
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Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru bahwa ;
“Implementasi kebijakan ini merupakan suatu program pemerintah yang
memiliki tujuan yang memeang di butuhkan oleh petani terutama untutk
petani yang menjadikan pertanian sebagai matah pencarian satu-
satunya”(hasil wawancara dengan bapak BK 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan program yang memiliki tujuan yang di butuhkan oleh petani
terutama untuk petani yang menjadikan pertanian sebagai satu-satunya sumber
matah mencahrian.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Petani dan selaku
masyarakat Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang
Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan merupakan program yang di buat untuk
memudahkan dan membantu bagi petani dalam pengambilan pupuk dan
sekaligus bisa membuat hasil memiliki presentase yang besar dalam
keberhasilan panen”(hasil wawancara dengan bapak SS 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan sebuah program yang di buat untuk kesehjahtraan petani
dengan cara membantu memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi.

a. Komunikasi
Dalam berbagai kasus, implementasi suatu program terkadang

diperlukan didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain untuk

mencapai tujuan dan keberhasilan yang diinginkan.
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Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Kepala Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang
komunikasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan
Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi antra petani ke ketua kelompok tani dan ketua
kelompok tani ke distributor itu sudah baik karena jarang terjadinya
miss komunikasi oleh karna itu penyaluran pupuk itu sudah baik
sekali”’(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa
komunikasi antara pelaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah baik
sekali karna jarangnya atau sedikitnya kesalahan atau miss komunikasi yang
terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai
Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang
komunikas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan
Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi sudah sangat baik dikarnakan dalam rangka
penyusunan proram diadakannya pertemuan berupa musyawarah
dengan pemerintah desa dan kelompok tani”(hasil wawancara
dengan bapak AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa
penyaluran pupuk bersubsidi dalam hal komunikasi sudah sangat baik di
karnakan dalam rangka penyusunan program pasti diadakan pertemuan
berupa musyawarah dengan pemerintah desa dan kelompok tani .

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Pimpinan Kios

Lumut Blantara merupakan distributor di Desa Mattirowalie Kecamatan
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Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk

Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

bahwa ;

“Komunikasi dengan kelompok tani itu sudah baik dalam
pendataan petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi sesuai
dengan kebutuhan luas lahan yang di kerjakan meskipun masih ada
beberapa petani yang terlambat dalam pendataan seperti
penambahan lahan yang di kerjakan sehingga terjadi kekurangan
setelah pupuk di bagikan’(hasil wawancara dengan bapak HH 5
Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa

komunikasi antara distributor dan konsumen akhir yaitu petani sudah baik

dalam pendataan meskipun masi ada beberapa petani yang terlambat dalam

pendataan sehingga pupuk yang di dapat tidak sesuai dengan lahan yang di

garap.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua

Kelompok Tani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten

Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa

Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi memang merupakan salah satu hal yang penting
dalam suatu program jika ada kekurangan atau kesalahan maka
komunikasi adalah solusinya, jika ada dari anggota kelompok tani
yang tidak mampu membayar untuk menebus pupuk maka ketua
kelompok tani membayarkan terlebih dahulu untuk membantu dan
akan di ganti setelah waktu panen tiba jadi komunikasi itu penting
untuk mencapai tujuan”(hasil wawancara dengan bapak BK 5
Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa

komunika mmemang merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah
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program kebijakan agar mampum meperbaiki kesalahan dan meningkatkan
kekurangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Petani atau
masyarakat Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru,
tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi dalam program ini sangat baik karena dalam
pendataan mudah dilakukan dikarenakan arahkan oleh ketua
kelompok tani dan saat pengumpulan berkas di wakili oleh ketu
kelompok tani”(hasil wawancara dengan bapak SS 5 Agustus
2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa
komunikasi dalam program ini sudah sangat baik karna proses pendataanya
mudah dan di arahkan oleh ketua kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AM, AL, HH, BK, dan
SS tentang komuniksai penyaluran pupuk subsidi itu sudah bagus baik
dalam baik dalam rangka penusunan program kebijakan, pendataan dan

komunikasi antara pelaku yang termasuk dalam kebijakan penyaluran

pupuk bersubsidi.

Gambar 4.2 Musyawarah Penyusunan Program Kebijakan, 29 Agustus 2024
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Berdasarkan gambar di atas dan hasil observasi yang di lakukan oleh
peneliti dapat di simpulkan bahwa komunikasi dalam kebijakan penyaluran
pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten
Barru telah dilakukan dengan baik dengan diadakannya musyawarah dalam
rangka penyusunan program kebijakan dengan meminta pendapat kepada
kelompok tania tau masyarakat seccara langsung.

. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan perlu di dukung dengan sumber daya agar
kebijakan bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang sumber
daya penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Sumber saya manusia di Desa Mattirowalie sudah cukup dan
sangat baik dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk
bersubsidi dan pendataan petani agar pupuk yang di salurkan sesuai
dengan lahan yang di garap”(hasil wawancara dengan bapak AM 5
Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa sumber
saya manusia di Desa Mattirowalie sudah cukup dan sangat baik dalam
pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi dan pendataan petani
agar pupuk yang di salurkan sesuai dengan lahan yang di garap.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan

Pimpinan Kios Lumut Blantara merupakan distributor, tentang sumber daya
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Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru bahwa ;
“Sumber daya pupuk bersubsidi selalu tersedia selama masa tanam
yaitu dua kali dalam satu tahun yaitu pada masa tanam musim
hujan dengan masa tanam musim kemarau dan pupuk yang selalu
di subsidi yaitu UREA dan NPK”(hasil wawancara dengan bapak
AL dan HH 5 Agustus 2024).
Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa sumber
daya pupuk bersubsidi selalu tersedia selama masa tanam dan ada dua kali
masa tanam dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan dan

pupuk yang selalu di subsidi yaitu UREA dan NPK

Tabel 4.1 Jumlah Pupuk Masa Tanam 1 Dan Masa Tanam 2

Jumlah Pupuk (kg)
Masa Tanam
UREA NPK
Masa Tanam I 68.245 45.556
Masa Tanam II 68.245 45.556
Total 136.490 91.112

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpukan bahwa jumlah pupuk
pada masa tanam I sama dengan masa tanam II jumlah pupuk UREA
dan NPK sudah mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ketua kelompok tani
dan petani, tentang sumber daya Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“pupuk yang di yang di subsidi sudah sangat baik dalam segi harga
persak sudah jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga

pupuk yang non subsidi”’(hasil wawancara dengan bapak SS dan SP 5
Agustus 2024).
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Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa harga
pupuk bersubsidi itu sudah sangat baik dikarnakan harga pupuk persak yang
di subsidi jauh lebih murah dibandingkan dengan non subsidi

Tabel 4.2 HET Masa Tanam I dan Masa Tanam 11

No Nama Pupuk HET
1 UREA Rp. 112.500
2 NPK Rp. 115.000

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa harga eceran tertinggi
Pupuk Urea adalah Rp. 112.500,-/sak dan Pupuk NPKsebesar Rp. 115.000,-
/sak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tentang sumber daya
penyaluran pupuk bersubsidi sudah sangat cukup dan memadai sumber daya
yaitu berupa pupuk bersubsidi selalu tersedia di masa tanam, dan harga dari
pupuk yang terjangkau dan murah.

Tabel 4.3 Jumlah Lahan Dan Jumlah Pupuk Setiap Dusun

No — i Jumlah Jumlah Pupuk

Lahan (Ha) UREA NPK

1 Parenring 171.4 11.280 7.500
2 Cinekko 104.9 13.785 9.200
3 Bua 47.5 3.739 2.493
4 Limpo 70.4 9.294 6.202
5 Tille 155.5 20.787 13.881
6 Lappadare 69.3 9.360 6.280
Jumlah Total 619 68.245 45.556

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024
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Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah pupuk UREA
yang di gunakan lebih bannyak yang dibandingkan pupuk NPK dan jumlah
pupuk sudah sesuai dengan lahan yang di garap
Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara langsung denga Kepala desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang disposisi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamaran Tanete
Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Dalam melaksanakan kebijakan ini semua pihak terlibat yaitu kepala

BPP, distributor, kelompok tani, dan petani untuk mencapai tujuan

yang diinginkan”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus

2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa dlam
pelaksanaan kebijakan semua pihak telibat untuk mencapai tujuan yang
diingikan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung denga Kepala BPP Badan
Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang
disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamaran
Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Sikap menerima atau menolak dari para agen pelaksana akan
sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi
kebijakan. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan
bukan merupakan hasil perumusan orang-orang yang terkait
langsung dengan kebijakan tersebut. sangat paham dengan
permasalahan dan permasalahan yang mereka alami”(hasil
wawancara dengan bapak dan AL 5 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa

menerima atau tidaknya pelaksana sebuah kebijakan dapat mempengaruhi
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kinerja implementasi kebijakan, hal ini dapat terjadi jika kebijakan di
laksanakan bukan hasil kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua
kelompok tani Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
dan petani atau masyarakat, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
di Desa Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan
penyaluran pupuk bersubsidi secara merata sesuai dengan tujuan
dikarenakan kerjasama dari para pelaksana kebijakan”(hasil
wawancara dengan bapak BK dan SP 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahawa
pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan penyaluran
pupuk bersubsidi secara merata sesuai dengan tujuan dikarenakan kerjasama
dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua
kelompok tani, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa
Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Melaksanakan kebijakan ini memang dari kainginan untuk membua

penyaluran pupuk bersubsidi itu merata dan sesuiai dengan tujuan
yang telah ditetapkan”(hasil wawancara dengan bapak AM dan SS 5
Agustus 2024).

Dari hasil wanwancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan kebijakan memang dari keinginan untuk membuat penyaluran
pupuk bersubsidi itu merata dan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak AM, AL, BK, AM,

dan SS tentang disposisi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah
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berjalan dengan baik di karenakan pelaksana kebijakan dikarnakan sikap
menerima dari pelaksana kebjakan yaitu penyalur, kelompok tani, dan
petani sebagi konsumen akhir sudah menjalan kan tugas dengan baik dengan
bekerja sama.

Tabel 4.4 Jumlah kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani Perdusun

No Nama Dusun Jumlah Kelompol Jumlah Anggota
Tani

1 Parenring 5 255
2 Cinekko 2 130
3 Bua | 62
4 Limpo 2 98
5 Tille 3 180
6 Lappadare D 82

Total 15 807

Sumber : Kepala BPP (Balai Penyuluh Pertanian), 2024

Berdasarkan table di atas dapat di simpulkan bahwa ada 15 kelompok
tani dari setiap dusun di Desa Mattrirowalie dan setiap kelompok tani
memiliki anggota kisaran 30 sampai 70an anggota dan total dari seluruh
anggota kelompok tani yaitu 807 anggota.

3. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa
Mattirowalie dan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
Tanete Riaja Kabupaten Barru tentang struktur birokrasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru

bahwa ;



65

“Yang menjadi acuan norma dan pola dalam melaksanakan kebijakan
yaitu SOP yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi. Pupuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2019 yang menjadi dasar penyusunan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun
Anggaran 2019.”(hasil wawancara dengan bapak AM dan AL 5 Agustus
2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa yang
menjadi acuan dari kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu
karakterisitik atau SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak BK Ketua
kelompok tani Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
dan SS petani atau masyarakat, tentang struktur birokrasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru
bahwa ;

“Saat pembagian pupuk bersubsdi itu sudah di lakukan sesuai dengan
target yaitu petani yang bergabung dalam kelompok tani yang sudah sesuai
dengan peraturan”(hasil wawancara penulis dengan bapak BK dan SS 5
Agustus 2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa
penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik dalam hal
pemeberian pupuk kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani
sesuai dengan peraturan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua

kelompok tani, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa

Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;
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“SOP yang digunakan sudah sesuai dengan target yaitu petani yang
tergabung dalam kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan
pupuk bersubsidi”’(hasil wawancara dengan bapak SM 5 Agustus
2024).

Dari hasil wanwancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa SOP
yang digunakan sudah sesuai dengan target yaitu petani yang tergabung
dalam kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AM, SM dan AL tentang
struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi
sudah berjalan dengan baik dalam hal terget penyaluran pupuk bersubsidi
yaotu petani yang telah bergabung dengan kelompok tani dan pelaksanaan
kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan dengan karakterisitik atau
SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga

Eceran Tertinggi Bersubsidi
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam

implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
a. Faktor Pendukung

Dalam sebuah kebijakan pasti ada berapa faktor yang menjadi panghambat
dan pendukung begitu juga dengan kebujakan penyaluran pupuk bersubsidi di
Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Mattirowalie

Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor pendukung kebijakan
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penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru bahawa ;
“faktor pendukung disaat penebusan pupuk bersubsidi jika ada petani
yang belum bisa menebus pupuk di karenakan tidak memiliki cukup uang
maka ketua kelompok tani akan menolong membayarkan dan akan di
ganti setelah masa panen”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus
2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa faktor
pendukung dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu faktor sumber
daya manusia yang kompeten dalam menjalankan kebijakan dimana untuk
mendukung kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik maka
di saat penebusan pupuk dimana ketua kelompok tani akan membantu menesbus
pupuk agar penebusan pupuk tidak akan terhambat
b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor penghambat kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru bahawa ;

“faktor penghambat terdapat pada saat pendataan seringkali terjadi beberapa
masyarakat menambah lahan pertaniannya dan tidak melapor maka pupuk yang
di dapat akan tidak sesuai dengan lahan yang di garap”(hasil wawancara dengan
bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa salah satu
faktor penghambat dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu
penghambat terdapat pada saat pendataan seringkali terjadi beberapa masyarakat

menambah lahan pertaniannya dan tidak melapor maka pupuk yang di dapat

akan tidak sesuai dengan lahan yang di garap
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPP Balai Penyuluhan
Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor penghambat
kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru bahawa ;

“Faktor penghambat yaitu penyusuaian terhadap kebutuhan jumlah
pupuk dengan luas lahan, seringkali petani tidak melakukan pendataan
saat menambah lahan garapan dan faktor perubahan jenis tanaman yang
di tanam beda tanaman beda juga jumlah pupuk yang di gunakan”(hasil
wawancara dengan bapak AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa salah satu
faktor penghambat yaitu faktor penyusuaian terhadap kebutuhan pupuk dengan
luas lahan seringkali petani tidak melakukan pendataan saat menambah lahan
garpan dan faktor perubahan jenis tanaman yang ditanam.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kaitan dengan peneliti terdahulu Brillian Ar
Rahmaan (2021) menemukan bahwa menggunakan teori yang sama yaitu teori
Goerge C. Edward III hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi
kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dari segi komunikasi, sumberdaya,
disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik meskipun
masih ada beberpa hambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian saya dimana
masih ada beberapa kendala pelakasanaan distribusi pupuk bersubsidi yang di
temukan. Kemudian peneliti Nabila (2023) memukan bahwa penyaluran pupuk
bersubsidi belum berjalan secara optimal dan masih adanya beberapa hambatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian saya dimana masih ada beberapa

hambatan dalam pelakasanaan distribusi pupuk bersubsidi yang di temukan.
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Dengan demikian, peneliti terdahulu tersebut berkaitan dengan peneliti ini
karena memiliki persoalan atau fokus penelitian yang serupa mengenai
penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi. Temuan-temuan peneliti
terdahulu tersebut dapat menjadi pembanding atau landasan dari hasil yang di
dapatkan olrh peneliti.

Berdasarkan pada hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara,
maupun dokumentasi. Dalam obsevasi yang peneliti lakukan di Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru melihat penyaluran
pupuk bersubsidi yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP.

Dari hasil wawancara terhadap kepala desa, kepala BPP, distributor, ketua
kelompok tani, dan petani sesuai dengan hasil penelitian yang ada mengetahui
bahwa bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di
Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru itu berjalan
dengan cukup baik, dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi sudah bagus. Dari segi komunikasi dalam kebijakan penyaluran pupuk
bersubsidi itu dilakukan dengan cukup baik saat melakukan pendataan, dari segi
sumber daya sudah sangat memadai sumber daya manusianya sangat kopeten
dalam menjalakan tugas dan sumber daya non manusia berupak pupuk selalu
tersedia tepat waktu, dari segi diposisi pelaksana kebijakan sudah menerima dan
menjalankan tugas dengan baik, dan dari segi struktur birokrasi yaitu SOP yang
digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran

Tertinggi Bersubsidi. Pupuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang
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menjadi dasar penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pasal 5 yang berbunyi.
1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam
Kelompok Tani.
2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK
sebagai berikut:
a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas
2 (dua) hektare setiap musim tanam;
b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada
PATB; dan/atau
c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan
luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam
3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, dan/atau I perusahaan perikanan budi daya.

Selain bagaimana implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi
terdapat juga faktor-faktor yang dapat mendung dan menjadi penghambat
Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian yang di
temukan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi pendukung yaitu

sumber daya manusianya yang kopeten dalam melaksanakan implementasi
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kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan penghambat yaitu penyesuaian
kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan.

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru di jalankan dengan baik sesuai
dengan SOP dalam proses pelaksanaan kebijakan meliputi dengan komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie
Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru di lakukan melalui tahapan yang
sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan petani
implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai
tujuan.

sesuai dengan teori implementasi kebijakan (Goerge C. Edward III 2009)
sebagai landasan dalam penelitian adapun sebagai berikut:
a. Komunikasi
Menurut Goerge C. Edward III salah satu unsur yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi (Nugroho
2011). Implementasi kebijakan akan efektif apabila ukuran dan tujuan
kebijakan dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab untuk
mencapai tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan
tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan dengan tepat kepada para pelaksana.
Konsistensi atau keseragaman ukuran dan tujuan dasar perlu
dikomunikasikan agar para pelaksana mengetahui ukuran dan tujuan

kebijakan secara pasti. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan proses
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yang sangat kompleks dan rumit. Selain itu, sumber informasi yang berbeda
juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda.

Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, maka pihak yang
bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu keputusan harus
mengetahui apakah mereka mampu melakukannya. Padahal, implementasi
kebijakan harus dapat diterima oleh semua pelaksana dan harus memahami
dengan jelas dan tepat maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Jika pelaksana
kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika
dipaksakan, maka mereka tidak akan memperoleh hasil yang optimal.
Kurangnya komunikasi kepada pelaksana sangat mempengaruhi
implementasi kebijakan. Pada pembahasan hasil dalam faktor komunikasi
yang terjadi pada implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di
Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru peneliti akan
mejelaskan bagaimana komunikasi antara para pelaksana implementasi
kebijakan.

Proses penyampaian informasi tentang kebijakan dilakukan oleh
pemerintah kepada pelaksana kebijakan yaitu kelompok tani dan petani
sebagai kelompok sasaran dengan cara diadakannya pertemuan berupa
musyawarah atau rapat sekaligus untuk meminta pendapat kepada masyarakat
agar pengimplementasian kebijakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Dilihat dari pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi itu
sudah baik dikarenakan pelaksana menjalankan tugas dengan baik, dari segi

komunikasi yaitu komunikasi antara distributor dengan kelompok tani
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sebagai konsumen akhir itu sudah sangat baik meski masih ada sedikit miss
komunikasi saat pendataan dalam penyesuaian lahan yang di garap dengan
jumlah pupuk karena jika petani menambah lahan yang digarap saat
pendataan telah di lakukan maka jumlah pupuk yang di dapatkan akan tidak
sesuai dengan lahan yang di garap dan pemupukan terhadap lahan garapan
tidak akan maksimal dan tidak merata.

. Sumber Daya

Menurut George C. Edward I1I sumber daya merupakan faktor penting
dalam implementasi kebijakan, karena betapapun jelas dan konsistennya
ketentuan atau aturan suatu kebijakan, apabila personel yang bertugas
melaksanakan kebijakan tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, maka implementasi kebijakan
tersebut tidak akan efektif. (Tahir 2015)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan
dari sumber daya manusia yang cukup kompeten. Sumber daya manusia
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebab tanpa
sumberdaya manusia yang handal maka implementasi akan berjalan lambat,
oleh karena itu implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupate Barru membutuhkan sumber
daya manusia yang kopeten Sumber daya manusia yang di maksud dalam
penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yaitu distributor atau penyalur pupuk

bersubsidi, kelompok petani dan petani sebagai konsumen akhir untuk
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melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa
mencapai tujuan yang di inginkan

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya merupakan hal yang
penting dalam pengimplementasian kebijakan pupuk bersubsidi dan sumber
daya yang penting juga adalah sumber daya non manusia berupa pupuk
bersubsidi yang sangat di butuhkan petani

Dalam penyaluran sumber daya berupa pupuk bersubsidi ada dua
macam pupuk yang di subsidikan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja Kabupaten Barru untuk mendukung proses produksi pertania yaitu
pupuk UREA dan NPK masing masing akan di bagikan saat masa tanam tiba,
masa tanam yang dilakukan dua kali dalam setahun masa tanam padi pertama
pada bulan januari masa tanam kedua juni pada masa saat musim hujan.

c. Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi atau sikapa dari pelaksana
kebijakan merupakan salah satu hal yang penting jika pelaksanaan kebijakan
ingin efektif maka pelaksana kebijakan harus tau apa yang harus di lakukan
(Winarno 2008).

Kecendrungan dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor
yang memiliki konsekuensi. Jika para pelaksanan bersikap abaik terhadap
suatu kebijakan hal ini berarti adanya dukungan yang dapat membuat suatu
kebijakan mencapai tujuan yang di inginkan. Disposisi atau sikap para
pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai yang
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di sepakati. Oleh karena itu di lakukan komunikasi antara pemerintah dan
pelaksana kebijkakan berupa musyawarah atau rapat agar mencapai
kesepakatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa
implementor atau pelaksana implementasi kebijakan penyaluran pupuk
bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru
itu sudah sangat baik di karenakan para implementor saling bekerja sama
dalam menjalankan kebijakan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan
itu ada di karnakan adanya komitmen dari para pelaksana semangat para
pelaksana mencapai keberhasilan untuk mendorong penyaluran pupuk
bersubsidi hal ini sejalan dengan peneliti terdahaulu yaitu Brillian Ar
Rahmaan (2021) yang bejudul Implementasi Kebujakan Distribusi Pupuk
Bersubsidi Melalui Biling Syistem (Studi di Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu) hasil penelitian menemukan bahwa Disposisi,
komitmen, watak para pelaksana dalam merespon program untuk mencapai
sasaran keberhasilan program sudah baik karena semangat dan kemauan.
Disposisi
. Struktur Birokrasi

Menurut Edward I1I menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkaitan
dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara
implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi
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ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur organisasi. (Nugroho
2011)

Mekanisme dalam implementasi kebijakan sudah membuat SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor agar dalam pelaksanaan
kebijakan tidak melenceng dari tujuan sasaran kebijakan struktur birokrasi
yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran pupu
bersubsidi sudah tersedia oleh pemerintah pusat

Implementasi suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila
terdapat prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaan
kebijakan yang telah dibuat agar berjalan secara sistematis. Iplementasi
kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan
Tanete Riaja Kabupaten Barru telah di atur dalam prosedur SOP.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru telah di atur prosedur pelaksanaannya standar operating
prosedur (SOP) sangat di butuhkan dalam pelaksanan kebijakan, sesuai
dengan yang di jelas oleh informan SOP yang di gunakan struktur birokrasi
pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan
baik dalam hal terget penyaluran pupuk bersubsidi yaotu petani yang telah
bergabung dengan kelompok tani dan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai
dengan yang di inginkan dengan karakterisitik atau SOP yang digunakan

pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor
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47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
Bersubsidi Pasal 5 yang berbunyi
1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung
dalam Kelompok Tani.
2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun

RDKK sebagai berikut:

a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan
paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;

b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan
pada PATB; dan/atau

c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi
daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim
tanam

3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, dan/atau I perusahaan perikanan budi daya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan
model implementasi Goerge C Edward III, karena keempat variabel tersebut
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam hai ini peneliti
ingin melihat peran faktor tersebut dalam implementasi kebijakan penyaluran
pupuk bersubsidi :
1. Komunikasi
Komunikasi berdasatkan tujuan dari kebijakan penyaluran pupuk
bersubsidi yakni penyaluran pupuk secara merata, sudah cukup baik
komunikasi antara prlaksana kebijakan yakni distributor dan kelompok
cukup baik namun masih ada sedikit miss dalam komunikasi
2. Sumber Daya
Sumber daya berupa pelaksana kebijakan yang kompeten dan saling
bekerja sama dan berupa keretsedian pupuk bersubsidi yang dibagikan
secara merata.
3. Disposisi
Desposisi komitmen dari para pelaksanan kebijakan distributor dan
kelompok tani yang menerima dan menjalakan tugas dengan baik dalam
penyaluran pupuk subsidi yang merata dan sesuai dengan lahan garapan
untuk mendorong keberhasilan dari implenetasi kebijakan penyaluran

pupuk bersubsidi
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4. Struktur birokrasi, yaitu karakteristik, SOP (Standard Operating
Prosedures) norma-norma, dan pola-pola dalam menjalankan kebijakan.
Dalam menjalankan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ini,
pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor
47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, saran yang ingin di sampaikan penulis dalam
penelitian ini untuk.
1) Pemerintah Desa
Diharapkan pemerintah desa meningkatkan koordinasi antara Kepala
desa, Balai penyuluh pertanian, distributor, kelompok tani, dan petani
dengan memfasilitasi berupa pertemuan musywarah atau rapat .
2) Kelompok tani
Diharapkan kelompok tani agar bisa meningkatka koordinasi dengan
distributor agar padataat pendataan tidak terjadi miss komunikasi
3) Peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat
mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih

memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
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